BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Melihat analisis secara yuridis masalah ini timbul karena adanya
perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
dilakukan oleh perusahaan outsourcing yaitu PT Prima Karya Sarana
Sejahtera terhadap Muhammad Rizal Hantulu yang bekerja sebagai
security di Bank BRI Unit Kota Timur. Berdasarkan analisis peneliti
bahwa PT Prima Karya Sarana Sejahtera telah melakukan kesalahan
karena apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan aturan
yang telah ditetapkan yakni Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan jika terjadi
pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh
perusahaan outsourcing :

e Melalui Perundingan Bipartit
e Melalui Mediasi
e Melalui Konsiliasi

e Melalui Pengadilan Hubungan Industrial



5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis

dapat menarik saran sebagai berikut :

a. Perlu adanya pembaharuan peraturan yang mengatur lebih lanjut
mengenai sanksi — sanksi yang harus di jalankan jika perusahaan
dengan semena — mena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
terhadap karyawan. Karena menurut peneliti sanksi yang di dapat oleh
perusahaan — perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan
terhadap karyawannya. Perlu adanya juga perbaikan mekanisme
perjanjian outsourcing, dimana mencakup Syarat — Syarat perjanjian,
dan waktu perjanjian yang menentukan kapan perjanjian itu akan
berakhir. Hal ini diharapkan agar dapat mengurangi sikap semena —
mena dari perusahaan dan tentunya agar dapat mengurangi angka
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

b. Perlu adanya wupaya sosialisasi yang komprehensif dan
berkesinambungan tentang peraturan perundang - undangan yang
terkait dengan penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
khususnya kepada karyawan, karena melihat kurangnya pengetahuan

karyawan sehingga dapat sangat merugikan karyawan itu sendiri.
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